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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    127   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan 

salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan 

displin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun1950 Nomor 44); 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
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 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten di Jawa Timour/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6264); 

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 139); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7). 

 

 



 

3 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH 

DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja 

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

2. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

adalah tambahan penghasilan bagi PPPK. 

3. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

4. Bupati adalah Bupati Bantul. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan  

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah 

 

Pasal 2 

(1) Tambahan Penghasilan bagi PPPK dimaksudkan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan kinerja 

Perangkat Daerah. 

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PPPK bertujuan untuk 

meningkatkan dislipin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan PPPK. 
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BAB II 

SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PPPK 

 

Pasal 3 

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PPPK di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul. 

 

Pasal 4 

Tambahan Penghasilan bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diberikan kepada : 

a. PPPK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bantul; 

b. PPPK pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bantul; dan 

c. PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;  

 

BAB III 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PPPK 

 

Pasal 5 

(1) Tambahan Penghasilan bagi PPPK dapat dibayarkan setiap bulan. 

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PPPK dibayarkan untuk bulan 

November dan Desember Tahun 2021. 

(3) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi PPPK sebesar Rp. 

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. 
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BAB IV 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 6 

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 

(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PPPK dibayarkan melalui 

perangkat daerah yang bersangkutan. 

 

BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  2 November 2021 

 

BUPATI BANTUL,  

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal  2 November 2021 

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

  

ttd 

HELMI JAMHARIS 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 127 


